Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Apresiasi
Kepolisian Resor Miliki Gedung Satuan Pelayanan Administrasi Prototype

Sumber gambar
https://kalsel.antaranews.com/berita/404001/ketua-dprd-hss-apresiasi-polres-hss-miliki-gedung-satpas-

prototype

Kandangan (ANTARA) - Ketua DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel)
Haji Akhmad Fahmi (HAF) mengapresiasi Polres HSS sudah memiliki Gedung Satuan Pelayanan
Administrasi (Satpas) Prototype.

Gedung tersebut juga diresmikan secara langsung Kapolda Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol
Winarto didampingi Kapolres HSS AKBP Leo Martin Pasaribu bersama unsur forkopimda,
ditandai penandatangan prasasti dan pemotongan pita.

“Alhamdulillah dari 13 kabupaten dan kota yang ada di Kalsel, sesudah Banjarmasin dan Hulu
Sungai Tengah (HST), Kabupaten HSS jadi daerah ketiga yang memiliki Gedung Satpas
Prototype,” ujarnya, di Mapolres HSS, Kandangan, Senin.

HAF berharap warga Kabupaten HSS dengan adanya Gedung Satpas Prototype di Polres HSS
dapat mendapatkan pelayanan yang maksimal dari Polres HSS.

Kapolres HSS AKBP Leo Martin Pasaribu mengatakan, Gedung Satpas Prototype di Polres HSS
ini untuk pelayanan pembuatan baru dan perpanjangan SIM B1 ke bawah.

“Sekarang membuat SIM B1 sudah bisa di Polres HSS, dan nantinya ke depan akan kita ajukan

supaya warga di Banua Enam juga bisa membuat SIM B1 di sini” ujarnya.
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Adapun untuk layanan di Gedung Satpas Prototype Polres HSS akan mulai beroperasi Selasa (6/1)

besok, dengan jam kerja dari pukul 08.00 sampai 12.30 Wita

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/404001/ketua-dprd-hss-apresiasi-polres-hss-miliki-
gedung-satpas-prototype, 5 Februari 2024.

2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974088523/haf-apresiasi-polres-hss-
menjadi-daerah-ketiga-miliki-gedung-satpas-prototype-di-kalsel, 5 Februari 2024.

Catatan:
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1) Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka
13);

2) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLtndang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang
merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (Pasal 28 ayat (2));

3) Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait
Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan
Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan
Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai
dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
(Pasal 49)

4) Kilasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;
Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari

Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
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b.

belanja modal;
Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk
keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi
sebelumnya.
d. belanja transfer.
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa
(Pasal 55)

5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pengadaan aset tetap dan asset lainnya (Pasal 64 ayat (1));

6) Belanja modal meliputi:

a.

belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisisiap
dipakai;

belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin
mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua
belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud
untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai;

belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi,
dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah
Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi
siap dipakai;

belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok asset tetap
yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan

dalam kondisi siap dipakai; dan
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f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(Pasal 65)
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